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JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian
Pengangkutan Barang Melalui Laut Di PT. JPT Indriani
Makassar.
Pada penelitian ini penulis membahas mengenai ketentuan peraturan tentang
perjanjian pengangkutan barang melalui laut dalam hukum perdata dan hukum dagang
dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut
pada PT. JPT. Indriani Makassar.
Penelitian dilakukan di PT. JPT. Indriani Makassar dengan jenis penelitian
deskriptif analistis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai
permasalahan yang akan diteliti. Data primer dan data sekunder yang sangat
diutamakan karena data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi
lapangan, dengan cara wawancara (interview). Sedangkan data sekunder yaitu data
yang diperoleh dari buku, literatur-literatur, dan perundang-undangan atau dokumen-
dokumen lain. Adapun tehnik pengolahan dan analisis data bertitik tolak dari peraturan
yang ada sebagai norma hukum positif dan realitas yang ada di lapangan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan peraturan tentang perjanjian
pengangkutan barang melalui laut mengacu pada KUHPerdata pasal 1320 tentang
syarat sahnya perjanjian sedangkan tanggung jawab pengangkut sebagai debitur diatur
dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246. Kemudian perjanjian pengangkutan barang melalui
laut dalam hukum dagang diatur dalam pasal 468 dan selain itu disebutkan pula dalam
pasal 477 sedangkan mengenai batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal
470. Selanjutnya mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan
barang melalui laut pada PT. JPT. Indriani Makassar bahwa pada pokoknya tanggung
jawab PT. JPT. Indriani Makassar sebagai pengangkut dimulai sejak dari barang
diserahkanya dalam penguasaan pengangkut, selama pengangkutan berlangsung dan
sampai saat penyerahan dipelabuhan tujuan. Dalam pengangkutan laut, identitas barang
muatan dicantumkan suatu surat berharga yang disebut konosemen atau bill of lading.
Konosemen atau bill of lading inilah yang disebut dengan surat muatan.
Perjanjian pengangkutan terjadi karena adanya kesepakatan antara pengirim
(shipper) dengan pengangkut (carrier), Mengenai tentang perjanjian diatur di dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian tanggung jawab pengangkut sebagai debitur diatur
dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246. Sedangkan mengenai Perjanjian pengangkutan
barang melalui laut diatur di dalam Pasal 468 dan pasal 477 kemudian mengenai batas




Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam
kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling
mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau
sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis
dalam memperlancar arus barang dan lalulintas orang yang timbul sejalan dengan
perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan
pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini,
maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang
pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana
dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang
pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula
timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu
sendiri.
Transportasi yang semakin maju dan lancarnya pengangkutan, sudah pasti
akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan
pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di
berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan,
pariwisata dan pendidikan. Transportasi ditinjau dari sudut Geografis, dapat dibagi
sebagai berikut:1
1H.Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi Karasteristik, Teori, dan Kebijakan. (t.t :






6. Angkutan didalam kota (intra city transportation atau urban
transportation).
Adapun tranportasi melalui air dapat di klasifikasikan pada dua golongan
besar, yaitu transportasi air di pedalaman (inland water transportation) dan
tranportasi Laut (ocean transport). Dalam transpor air pedalaman itu meliputi
transpor yang memakai jalan sungai, danau, dan kanal yang terdapat di dalam batas
wilayah Negara yang bersangkutan. Sedangkan transpor laut meliputi transpor
pelayaran pantai dan pelayaran samudera, berarti meliputi transpor antar Negara
yang melewati batas Negara yang bersangkutan.2
Sedangkan secara garis besarnya modal pengangkutan dapat diklasifikasikan
sebagai berikut ;3
1. Pengangkutan Darat
a. Pengangkutan melalui jalan (raya)
b. Pengangkutan dengan kereta api
2. Pengangkutan Laut.
3. Pengangkutan Udara.
Dari ketiga macam model angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui
laut mempunyai peran yang sangat penting mengingat ¾ luas dari permukaan bumi
adalah berupa perairan. Peranan pengangkutan laut juga menjadi sangat penting di
Negara/daerah yang berkepulauan, bersungai dan berdanau, bahkan untuk
menghubungkan Negara satu dengan Negara lainya.
2Ibid , h 66.
3Ridwan Khairandy, Machsun, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum
Dagang Indonesia, Jilid 1 (Yogyakarta Gama Media, 1999) h 196
3Di dalam dunia perniagaan, transportasi laut atau samudera juga semakin
diminati oleh masyarakat karena lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan
pengangkutan melalui udara dan darat. Adapun keuntungan pengangkutan melalui
laut adalah sebagai berikut:4
1. Biaya angkutan lebih murah. ( ekonomis). Hal ini disebabkan karena:
a. Tractive effort (usaha atau daya tarik) yang dibutuhkan untuk menggerakan
benda yang berada di atas air adalah relatif lebih kecil (kurang), sehingga
ongkos bahan bakar dan tenaga penggerak yang dibutuhkanya adalah lebih
kecil pula.
b. Pada umumnya tidak ada atau hampir tidak ada biaya-biaya pemeliharaan serta
biaya capital untuk pembuatan jalan melalui air sehingga tidak menjadi beban
bagi usaha pengangkutan melalui air.
2. Angkutan melalui laut sanggup mengangkut barang-barang dengan berat ratusan
atau ribuan ton sekaligus.
Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan
membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa,
mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang
lain.5
Pengangkutan barang di dalam pelaksanaanya didahului dengan adanya
kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan
menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-
masing pihak, sebagai tanda bahwa pengangkut telah menerima barang-barang yang
akan diangkut dan sedianya, kemudian untuk menyerahkan kepada pihak yang telah
4 Tuti Triyanti Gondhokusumo, Pengangkutan Melalui Laut I (Semarang : Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 1982), h 5.
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai
Pustaka, 1996), h 45.
4ditunjuk di tempat, digunakan surat bukti muatan yang disebut konosemen atau bill
of lading.
Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga
keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau
diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar
ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan
untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barangbarang
baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-
barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban
tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah
sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang) atau adanya keadaan memaksa (overmacht) atau kerusakan
disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan
pengirim barang (pasal 91 dan 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang),
sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan. Selain itu
telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 283 : tentang berjualbeli, hutang piutang,













5Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.6
barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya
mempercayai.
Angkutan muatan laut adalah suatu usaha perusahaan pelayaran niaga yang
bergerak dalam bidang jasa angkutan muatan laut dan karenanya merupakan bidang
usaha yang luas bidang kegiatannya dan memegang peranan penting dalam usaha
memajukan perdagangan dalam dan laur negeri.
Termasuk dalam usaha itu ialah memperlancar arus barang dari daerah
produksi ke daerah konsumen sehingga untuk melaksanakan usahanya itu bukan
hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan mengoperasikan kapal laut tetapi juga
diperlukan pengetahuan mengenai perdagangan dalam dan luar negeri, organisasi,
administrasi dan manajemen yang sehat dan pengetahuan teknik nautika hukum laut
termasuk asuransi angkutan laut. Demikian juga prosedur penimbunan dan
pemadatan muatan di dalam palka kapal diatur sedemikian rupa sehingga bisa
dicapai pemakaian kapasitas ruangan secara maksimal sampai daya angkut kapal/
sarat kapal juga secara maksimal.
Semakin berkembangnya teknologi sarana transportasi laut secara langsung
sangat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian sehingga tidaklah mungkin
pengangkutan laut dipisahkan dalam dunia perdagangan. Sehingga timbul istilah
6 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya (Semarang : PT. Toha Putra, 1989), h
71
6Ship Follows The Trade dan Trade Follow the Ship yang artinya perdagangan hanya
bisa hidup bila ada kapal dan kapal bisa hidup bila ada perdagangan.
Melihat begitu pentingnya peranan pengangkutan laut di dalam lalu lintas
perpindahan barang atau perdagangan baik domestik maupun internsional, dimana
pengangkutan laut menjadi pilihan yang sangat strategis, efektif dan ekonomis dalam
pengiriman barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lain maka dari itu
penulis akan mencoba melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan
judul Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang
Melalui Laut Di PT. JPT Indriani Makassar.
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul yang dirumuskan yaitu Tanggung Jawab Para Pihak
Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di PT. JPT. Indriani
Makassar, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan peraturan tentang perjanjian pengangkutan barang
melalui laut?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan
barang melalui laut pada PT. JPT. Indriani Makassar?
C. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk membatasi cakupan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan maka
pada penelitian ini penulis meneliti masalah Perjanjian Pengangkutan Barang
Melalui Laut Di PT. JPT Indriani Makassar. sesuai dengan waktu yang dicapai
sesingkat mungkin.
7D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tentang perjanjian pengangkutan barang
melalui angkutan laut di PT. JPT Indriani Makassar.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian
pengangkutan barang pada PT. JPT Indriani Makassar.
2. Manfaat penelitian
Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini
dapat membawa kegunaan sebagai berikut :
a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas
Syri’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
b. Memberikan sumbangan pada Ilmu Hukum Dagang pada khususnya dan
Ilmu Perdata pada umumnya di di Fakultas Syri’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar..
c. Diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pihak yang
memperhatikan tentang pengangkutan laut.
E. Garis Besar Isi
Bab I yaitu pendahuluan dalam bab ini membahas mengenai, latar belakang
masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan
penelitian serta garis besar isi. Selanjutnya
8Bab II adalah tinjauan pustaka pada bab ini penulis membahas mengenai
pengangkutan, pengangkutan laut, dan Tanggung Jawab Pengangkutan dan
Pengiriman. Kemudian
Bab III yakni metodologi penelitian, bab ini membahas mengenai jenis
penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan
data dan tehnik pengolahan dan analisis data. selanjutnya
Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan tentang
pengangkutan barang melalui laut dan pelaksanaan tanggung jawab para pihak
menurut perjanjian pengangkutan barang melalui laut pada pt. jpt indriani
makassar.





1. Pengertian Pengangkutan Secara Umum
Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau
mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau
memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.1 Jadi,
dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan
dari suatu tempat ke tempat lain.
Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia
dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan
sebagai berikut :2
a. Ada sesuatu yang diangkut.
b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
c. Ada tempat yang dapat dilalui alay angkutan.
“...pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia
dari tempat asal ke tempat tujuan...”3
Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya
bebrisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh
edisi II (Jakarta Balai Pustaka, 1996), h. 45
2Ridwan Khairandy, Machsun, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang
Indonesia, Jilid 1 (Yogyakarta Gama Media, 1999) h 196
3Ibid
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orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan
meninggikan manfaat serta efisiensi.4
2. Pengertian barang
“...Dalam Kitab Undang-undang Perdata pasal 499 “barang” adalah tiap
benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik...”5
Pengertian barang menurut Pasal 1 (c) The Hague Rules yaitu barang
adalah segala jenis barang dan barang-barang dagangang kecuali binatang hidup
dan muatan yang menurut perjanjian pengangkut ditetapkan akan diangkut diatas
dek dan memang dimuat diatas dek. Sedangkan menurut pasal 1 The Humberg
Rules yaitu barang meliputi juga binatang-binatang hidup dan barang-barang yang
dalam container/pallet. Tentang binatang, pengangkutannya juga dilakukan
dengan kapal tetapi pengangkut menyediakan ruangan dan air minum untuk
hewan. Terhadap keselamatannya sampai dengan pembongkaran di pelabuhan
tujuan, oleh pengangkut dinyatakan bukan beban carrier melainkan Shipper. 6
Menurut pasal 1 The Humberg Rules yaitu “barang” meliputi juga
binatang-binatang hidup dan barang-barang yang dalam container / pallet. Tentang
binatang, pengangkutannya juga dilakukan dengan kapal tetapi pengangkut
menyediakan ruangan dan air minum untuk hewan.7
4R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesi, (Jakarta : Rajawali, 1991),h.5
5T.P, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bandung : Citra Umbara, 2007), h.159
6Lawalatta, Konosemen Dan Masalah Tanggung Jawab Pengangkut, Kumpulan Aspek-Aspek
Problem Maritim Niaga (Jakarta: Aksara Baru, 1982),h.8
7 Ibid
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Barang sebagai obyek pengangkutan barang di laut adalah segala sesuatu
benda yang akan diangkut oleh kapal dari suatu tempat penerimaan sampai ke
tempat tujuan sepanjang benda-benda itu oleh peraturan hukum yang ada
diperbolehkan dimasukkan atau dikeluarkan dari pelabuhan secara legal.
Adapun di dalam pengiriman barang ke daerah di luar pabean (eksport)
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No. 10/MPP/SK/I/1996, barang barang eksport digolongkan ke dalam 4 (empat)
kelompok yakni :8
a. Barang yang diatur tata niaga eksportnya.
Yang dimaksud dengan barang yang diatur tata niaga eksport adalah barang
yang eksportnya hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar. Eksportir
terdaftar adalah setiap perusahaan atau perorangan yang telah mendapat
pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur
Jendral Perdagangan Internasional untuk melakukan eksport barang-barang
tertentu sesuai dengan ketentuan barang yang berlaku (barang yang diatur tata
niaganya)
Barang yang diatur tata niaganya adalah :
1) Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
2) Kayu dan Produk Kayu.
3) Barang hasil industri dan kerajinan dari kayu cendana.
4) Kopi.
5) Maniok
8Hamdani, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor- Impor, (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga
Indonesia, 2003), h. 19
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b. yang diawasi eksportnya.
Yang dimaksud dengan barang yang diawasi eksportnya adalah barang yang
eksportnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mentri Perindustrian
dan Perdagangan atau pejabat yang ditunujuk.
Barang barang yang diawasi eksportnya adalah :
1) Kacang kedelai pecah atau utuh.
2) Padi dan beras.
3) Tepung gandum atau meslin.
4) Tepung beras.
5) Tepung lainya, selain tepung beras, tepung jagung dan tepung gandum
hitam.
6) Tepung halus dari tepung kasar dari kacang kedelai.
7) Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
8) Ternak hidup, (sapi kerbau).
9) Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara terbatas.
10) Jenis hasil pernikahan dalam keadaan hidup ikan napoleon warna /
chelinusun dutalos, benih ikan banding (never), ikan arwana.
11) Inti kelapa sawit
12) Pupuk urea.
13) Emas bukan tempa atau dalam bentuk setengah jadi atau bentuk bubuk,
serbuk dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan, untuk
setengah jadi dan lain-lain.
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14) Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau bentuk bubuk,
bukan tempe, setengah jadi.
15) Minyak dan gas bumi.
16) Timah.
c. Barang yang dilarang eksportnya.
Yang dimaksud dengan barang barang yang dilarang ekspornya adalah
barang-barang yang tidak boleh di ekspor. Yang termasuk dalam golongan
barang ini adalah :
1) Jenis hasil perikanan dalam keadaan hidup (Arwana; benih ikan sindat;
ikan hias air tawar jenis botia macracanthus ukuran 15 cm keatas; udang
galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm; udang penaeidae.
2) Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara mutlak.
3) Kulit mentah; Pickled dan wet blue binatang melata/Reptile.
4) Karet bongkah.
5) Bahan-bahan remiling dan rumah asap berupa slamb, lumps, scrabs, karet
tanah, unsmoked sheet lebih rendah dari kwalitas IV, blanket D off,
cutting C,Remiled 4, flet back creps.
6) Limab dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (limbah
dan skrap dari besi tuang; limbah dan skraps dari besi stainless; limbah
dan skrap dari baja paduan lainya; limbah dan skrap dari baja atau baja
lapis timah; limbah dan srap baja lainya berbentuk gram, serotan, dan
lain-lain.
7) Sisa dan skrap tembaga.
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8) Kuningan rongsokan ( brass scraps)
9) Barang kuno yang bernilai kebudayaan.
d. Barang yang bebas Eksportnya.
Yang dimaksud dengan barang bebas ekspornya adalah barang yang tidak
termasuk ke dalam kelompok barang yang diatur tata niaganya, diawasi dan
dilarang ekspornya dan digolongkan kedalam barang yang bebas ekspornya.
3. Pengertian Perjanjian Pengangkutan
Mengenai pengertian perjanjian pengangkutan di dalam Buku II Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang tidak diberikan definisinya. Perjanjian
pengangkutan itu sendiri bersifat konsensuil, sehingga untuk terciptanya
perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat tertulis, jadi hanya
bersifat konsensuil.
Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan
tentang syarat sahnya perjanjian. “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat
syarat”:9
a. Sepakat mereka yang mengikat dasarnya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab halal
Menurut pendapat yang diungkapkan Profesor R. Subekti, SH yang
dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu
9T.P op. cit, h. 344
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pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat
ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.10
Sedangkan menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, SH, yang dimaksud
dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk   menyelenggarakan
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang
angkutan.11
Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan
perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang
dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelengarakan
pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak
pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos
angkutannya.12
10R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung : Penerbit Alumni, 1979),h. 81
11H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (t.t, t.d, 1984),h. 2
12Ibid.
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4. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan
a. Fungsi Pengangkutan
Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan
nilai.13
Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang
yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan ditempat lain
dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Juga
mengenai orang, dengan adanya pengangkutan maka orang akan berpindah
dari satu tempat yang dituju dengan waktu yang relatif singkat. Apabila tidak
ada pengangkutan maka manusia akan terpaksa berjalan kaki kemana-mana.
Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-
fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur
yang memadai berupa :14
1) Alat angkutan itu sendiri (operating facilities).
Setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat
pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun
perlengkapan.
Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api,
kapal, bis atau pesawat udara.
13Ibid, h,10.
14Sri Rejeki Hartono, Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit (UNDIP :
1980),h. 8.
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Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang
diangkut.
2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of way).
Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api,
peraiaran/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila
fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak
sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin
berjalan dengan lancar.
3) Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities)
Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan
pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada
terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah
proses pengangkutan dimulai
Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan
yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus
membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi juga
sebagai alat penentu  harga dari barang-barang tersebut. Karena itu untuk
memperlancar usahanya produsen akan mencari pengangkutan yang continue
dan biaya pengangkutan yang murah.
b. Tujuan Pengangkutan
Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu
memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara
efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang
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tersebut dapat dilakukan  sekaligus atau dalam jumlah yang banyak
sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan
perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan
waktu tempuh.
Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang usaha
dari pemerintah dalam rangka untuk meratakan hasil pembangunan diseluruh
tanah air, karena suatu daerah yang tadinya tidak mempunyai hasil pertanian
misalnya, maka dengan adanya pengangkutan akhirnya daerah tersebut
mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat dan harga
terjangkau.
Disamping itu pengangkutan juga sangat membantu dalam mobilitas
tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain karena tanpa adanya
pengangkutan maka aktivitas yang akan dilakukan tidak dapat berjalan.
Dengan demikian pengangkutan dapat meningkatkan nilai guna suatu barang
atau manusia sebagai obyek dari pengangkutan.
B. Pengangkutan Laut
1. Pengertian Pengangkutan Laut.
Di dalam lalulintas arus perpindahan barang, pengangkutan barang melalui
laut menjadi alternatif yang paling di minati oleh masyarkat, hal ini di karenakan
karena unsur  biaya yang relatif murah disamping angkutan melalui laut sanggup
mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus.
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Hukum pengangkutan laut ialah segala aturan (kidah, norma) yang
mengatur lalu lintas mengenai pengangkutan menyeberang laut.15
Pengertian pengangkutan laut menurut Pasal 466 dan Pasal 521 KUHD
adalah :16
Pasal 466 KUHD :
“Pengangkutan adalah barang siapa yang baik dalam persetujuan charter
menurut waktu  atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan
lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan yang
seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”
Pasal 521 KUHD :
“Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan
charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan
persetujuan lain, mingikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
angkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”
Menurut Hamdani yang dimaksud angkutan muatan laut adalah suatu
usaha pelayaran yang bergerak dalam bidang jasa angkutan muatan laut dan
karenanya merupakan bidang  usaha yang luas bidang kegiatanya dan memegang
peranan penting dalam usaha memajukan perdagangan dalam dan luar negeri.17
2. Pihak-pihak dalam pengangkutan laut
Didalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yaitu :18
a. Pengangkut
b. Pengirim barang/ Penumpang.
15H.M.N. Purwosutjipto, op. cit, h. 173
16Niniek Suparni, KUHD dan Kepailitan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005),h.152
17Hamdani, loc. cit
18Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, Pengantar Hukum
Dagang Indonesia, Jilid 1 (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 196
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Penerima barang dalam kerangkan perjanjian pengangkutan tidak menjadi
pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan
barang.19
3. Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia.
Pengaturan pengangkutan laut di Indonesia diatur dalam berbagai macam
peraturan antara lain :
a. KUHD, Buku II Bab V, tentang perjanjian charter kapal.
b. KUHD, Buku II Bab Va, tentang pengangkutan barang-barang.
c. KUHD, Buku II Bab Vb, tentang pengankutan orang.
d. Peraturan khusus seperti :
1. Inpres No.3 tahun 1991, tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus
Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
2. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1988 tentang Penyelengaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Paket Kebijaksanaan 21 November 1988.
e. Peraturan di luar KUHD :
1. Indonesia Scheepvaarwet 1936 (Undang-Undang tetang Pelayaran
Indonesia 1936), S.1936-700 bad-s, 1984-224.
2. Scheevaartverordering 1936 (Peraturan Pemerintah tentang Pelayaran
Indonesia 1936), S. 1936-703 bsd S. 1937-446, 609, S. 1940-52, LN
1956-31, LN 1958-74.
3. PP nomor 17 tahun 1988.
19Ibid, h. 200
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4. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut.
Pihak pihak yang terkait di dalam perjanjian pengangkutan laut adalah
pihak pengirim barang dan pengangkut. Dimana terjadinya perjanjian
pengangkutan itu diawali dengan serangkaian perbuatan tentang penawaran dan
permintaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik
dengan cara antara lain:20
a. Penawaran dari pihak pengangkut
Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pihak-
pihak, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara
(ekspeditur).
Apabila perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka pihak
pengangkut langsung menghubungi pengirim, dimana pengangkut juga
mengumumkan/mengiklankan kedatangan dan keberangkatan kapalnya,
sehingga pengirim barang menyerahkan barangnya kepada pengangkut untuk
diangkut.
b. Penawaran dari pihak pengirim
Apabila penawaran dilakukan oleh ekspeditur, maka ekspeditur menghubungi
pengangkut atas nama pengirim barang. Kemudian pengirim barang
menyerahkan barang pada ekspeditur untuk diangkut. Setelah terjadi
kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai segala kondisi, maka
pengangkutan  dimulai dengan diawali membuat perjanjian pengangkutan itu
sendiri.
20Abdulkadir Muhammad, hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1991) h 97
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5. Akibat Yang Timbul Dari Perjanjian Pengangkutan Laut
Dalam pengangkutan laut timbul suatu perjanjian timbal balik antara
pengangkut dengan pengirim. Dari adanya perjanjian pengangkutan laut tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengangkut dan pengirim. Pengangkut
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau
orang dari satu tempat ke ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan
pengirim mempunyai kewajiban untuk membayar angkutan. Antara pengangkut
dan pengirim sama-sama saling mempunyai hak untuk melakukan penuntutan
apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi.21
6. Manfaat dan Fungsi Pengangkutan Melalui Laut.
Adapun manfaat yang diperoleh dari perjanjian pengangkutan melalui laut
adalah memberi kenikmatan dan mafaat baik pada pihak-pihak yang
berkepentingan juga pada masyarakat luas.
Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :22
a. Dari kepentingan pengirim barang
Pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan
komersial.
b. Dari keuntungan pengangkutan barang
Pengangkutan memperoleh manfaat keuntungan material sejumlah uang atau
keuntungan inmaterial berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atas jasa
pengangkutan melalui laut yang diusahakan pengangkut.
c. Dari kepentingan penerima barang.
Penerima memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan
komersial.
21H.M.N. Purwosutjipto, op. cit, h. 2
22Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, h102.
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d. Dari kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat memperoleh manfaat  kebutuhan yang merata dan demi
kelangsungan pembangunan terlebih mendorong pertumbuhan perdagangan
antar pulau atau antar negara.
Sedangkan fungsi pengangkutan adalah guna memindahkan barang, dari
suatu tempat ke  tempat yang lain dengan maksud mengingkatkan daya guna
dan nilai  suatu barang untuk kepentingan perdagangan. Dengan meningkatkan
daya guna dan nilai  merupakan tujuan dari pengangkutan laut. Karena
pengangkutan melalui laut lebih murah dan bisa memuat barang dalam jumlah
besar.23
7. Dokumen-dokumen Angkutan Muatan Laut
a. Konosemen atau Bill Of Lading
Terselengaranya pengangkutan itu karena adanya perjanjian
pengangkutan yaitu antara pengangkut dengan pengirim atau pemakai jasa.
Sifat perjanjian adalah konsinsual. Dan sebagai tanda buktinya adalah
dokumen pengangkutan yang disebut konosemen atau bill of lading. Bill of
lading juga merupakan tanda pengiriman barang-barang yang diberikan
pengangkut (carrier) kepada pengirim barang atau shipper. Isinya menyatakan
bahwa barang tersebut telah diterima dan disetujui oleh pengangkut untuk
diangkat ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima barang
(consignee) yang ditunjuk oleh pengirim barang. Surat muatan atau
konosemen atau bill of lading diatur dalam KUHD, juga dalam The Hague
Rules dan dalam The Hamburg Rules.
23Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), h .21.
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Adapun pengertian dari Bill Of Lading (B/L)/ Konosemen adalah
dokumen pengankutan barang yang didalamnya memuat informasi lengkap
mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan
pelabuhan bongkar, rincian freight, dan cara pembayaranya, nama consignee
(penerima) atau pemesan, jumlah B/L yang harus ditandatangani, dan tanggal
penandatanganan.24
Didalam KUHD pengertian konosemen terdapat dalam Pasal 506,
yaitu :
“Konosemen adalah sepucuk surat yang ditanggali, dimana
pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang
tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu yang
ditunjuk dan disana menyerahkannya pada orang yang ditunjuk,
beserta dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi.”
b. Dasar Hukum Bill of Lading
Bill of Lading merupakan perjanjian yang sifatnya unilateral (sepihak)
karena perjanjian ini mengatakan secara sepihak bahwa semua syarat yang
tercantum di dalam B/L hanya ditentukan oleh satu pihak, yaitu pengangkut
akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lain yang tersangkut didalamnya.
Seperti shipper maupun consignee.
Hal ini tertera dalam cassatoria clause yang terdapat dalam B/L dan
isinya sebagai berikut :25
24Capt.R.P.Suyono, Shipping Pengangkutan Intermodal Elspor Impor Melalui Laut (Jakarta:
PPM, 2003), h. 309
25Hamdani, op. cit, h. 329
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“In accepting this B/L the shipper, consignee and the owners of the
goods and the holder of this B/L, expressesly accepts and agrees to all
stipulation, conditioan, whether written, printed, stamped or
incorporated on the front of back hereof.”
Yang artinya antara lain :
Dengan menerima surat muatan ini (B/L) maka pengirim, penerima
atau pemilik dan pemegang surat muatan ini dengan tegas menyetujui semua
ketetapan dan persyaratan baik yang tertulis, tercetak maupun yang
disetempel atau yang dimuat pada bagian muka atau belakang surat muatan
ini.
Kesimpulanya bahwa barang siapa menghendaki barang muatanya
diangkut oleh perusahaan pelayaran maka harus tunduk kepada semua
persyaratan B/L perusahaan pelayaran yang bersangkutan. Jadi untuk
melindungi kepentingan para pengirim atau penerima barang dari ketentuan
cassatoria clause maka pada umumnya perusahaan pelayaran menunjuk pada
hukum yang tertinggi (paramount clause) yang digunakan untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul dengan pengirim / penerima barang.
Untuk perusahaan pelayaran samudera menunjuk hukum yang tertinggi The
Hague Rules (International Convention for Univication of Certain Rules
Relating to B/L), Brussel 1924, The Hamburg Rules (United Nation
Convention on the Carriage of Goods by Sea), 1978 atau United Carriage of
Goods by Sea Act 1936 (USA Congsa 1936).
Sedangkan untuk perusahaan pelayaran nusantara mengacu pada Pasal
470 KUHD. Sebagai paramount clause untuk menyelesaikan sengketa tentang
hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran nusantara dan tampaknya
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pengaturan pada Hague Rules, Congsa by Sea Act ataupun dalam KUHD
terdapat pengaturan yang berbeda.
c. Jenis – Jenis Bill of Lading
Terdapat beberapa Jenis Bill of Lading sesuai dengan Fungsinya.
Berikut adalah jenis Bill of Lading yang menjadi dokumen dalam
pengangkutan laut :26
1. Shipped Bill of Lading
Sesuai namanya, shipped Bill of Lading merupakan dokumen yang
menunjukan bahwa barang telah dimuat dikapal. B/L jenis ini tidak
akan ditandatangani, tetapi dikembalikan kepada shipper, sebelum
barangnya dimuat dikapal yang akan mengangkutnya ke tempat
tujuan.
2. Received for Shipment Bill of Lading
Jenis B/L ini dipakai oleh perusahaan pelayaran waktu menerima
barang dari shipper digudang pelayaran atau tempat dibawah
pengawasan serta di Inland Container Depot. (ICD)
3. Through Bill of Lading
Through Bill of Lading dipakai untuk muatan transshipment, dimana
pengangkut pertama bertanggungjawab untuk pengangkutan melalui
pengangkut kedua (second carrier) melalui perwakilanya dimana
barang dibongkar dahulu untuk dikapalkan dengan pengangkut kedua
(second carrier) hingga ketempat tujuan.
4. Combined Transport Bill of Lading
Dokumen perjalanan barang yang meliputi pengangkutan barang
dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat transportasi. Dokumen
ini menyebutkan berbagai oerator transportasi (pengangkut) yang akan
mengambil barang ditempat pengapalan dan membawanya ketempat
tujuan. B/L ini merupakan dokumen yang dapat diperdagangkan.
26Capt.R.P.Suyono, loc. cit
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5. Groupage Bill of Lading
Grouped Bill of Lading dipakai oleh Forwarder dengan
mengumpulkan beberapa jenis barang dari berbagai shipper dan
mengirimnya sebagai suatu kesatuan. Pemilik kapal mengeluarkan
Groupege Bill of Lading terhadap Forwarder, dimana forwarder
selanjutnya untuk setiap shipper mengeluarkan House B/L dari
perusahaanya.
Syarat muatan terdiri dari beberapa jenis dan mempunyai sifat dan
tujuan tertentu, yaitu:27
1. Original Bill of Lading
Yaitu merupakan lembaran asli surat muatan yang mengandung hak
atas barang-barang yang tercatat dalam surat muatan tersebut.
2. Order Bill Of Lading.
Merupakan surat muatan atas perintah (order) yang menyatakan
bahwa barang-barang yang tercatat dalam surat muatan tersebut
diterima menurut perintah pengirim barang/shipper yang namanya
tercantum dalam surat muatan. Penerima barang (consignee) dapat
memindahtangankan surat muatan tersebut pada orang lain atau
memindahtangankan hak atas barang-barang yang tercatat dalam
surat muatan.
3. Straight Bill Of Lading
Merupakan surat muatan langsung atau surat muatan atas nama.
dalam surat muatan dicatat nama si pengirim barang (consignee)
sehingga tidak mudah dipindahtangakan pada orang lain.
4. Negotiable Bill Of Lading.
Merupakan surat muatan yang dapat diperdagangkan dengan cara
pengesahan (endosemen) yaitu memindahkan hak atas barang-
barang yang tercatat dalam surat muatan.
5. Domestic Bill Of Lading
27Radiks Purba, Angkutan Muatan Laut Jilid 3 (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1981), h. 41
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Merupakan surat muatan yang berlaku untuk pengangkutan
regional atau local.
6. Direct Bill Of Lading
Merupakan surat muatan yang berlaku untuk pengangkutan
barangbarang ekspor oleh perusahaan pelayaran semudera (surat
muatan ekspor).
7. Throught Bill Of Lading
Merupakan surat muatan yang berlaku untuk barang-barang yang
diangkut oleh kapal pengangkut pertama (first carrier) kemudian
dilanjutkan pengangkutannya oleh kapal pengangkutan kedua
(second carrier) ke pelabuhan tujuan dan untuk seluruh
pengangkutan hanay digunakan satu set dokumen.
8. Clean Bill Of Lading
Surat muatan bersih yang diperoleh dari pengangkut jika dalam
surat muatan tersebut tidak ada catatan-catatan pengangkutan
mengenai penyimpangan/kerusakan/kekurangan barang-barang
yang diserahkan kapada pengangkut sesuai tercatar dalam surat
muatan.
9. Foul Bill Of Lading
Kebalikan dari Clean Bill Of Lading
d. Fungsi Bill of Lading / Konosemen
Pasal 506 KUHD, Bill of Lading mempunyai fungsi sebagai :28
1. Tanda terima barang atau muatan (document of receipt) B/L berfungsi
sebagai tanda terima barng untuk menyatakan bahwa barang telah dimuat
diatas kapal.
2. Dokumen Pemilikan (document of title)




3. Kontrak Pengangkutan (contrac of carriage) B/L berfungsi sebagai
contrak perjanjian bahwa barang atau muatan akan dimuat diatas kapal
hingga tempat tujuan.
C. Tanggung Jawab Pengangkutan dan Pengiriman
1. Tanggung Jawab Pengangkut menurut KUHD diatur dalam:
a. Pasal 468 KUHD
Ayat 1  :
“Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus
diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang
tersebut”.
Ayat 2 (a).
“Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang
diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”.
Ayat 2 (b).
“tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila
tidak  dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:
1. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.
2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
3. Suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri.
Ayat 3 :
“Pengangkut juga bertanggung jawab kepada :
1. Segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan
pengangkut itu.
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2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
3. Segala barang (alat-alat)  yang dipakainya untuk menyelenggarakan
pengangkutan itu.
b. Selain itu disebutkan pula dalam pasal 477 KUHD bahwa :
“pengangkut bertanggung jawab  untuk kerugian yang disebabkan karena
terlambat diserahkannya  barang yang diangkut kecuali apabila  dibuktikan
keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat
dicegah atau dihindarinya .”
c. Khusus untuk rusaknya barang, pengangkut bebas dari tanggung jawab
apabila dapat membuktikan rusaknya barang itu karena cacat rang atau
karena kesalahan pengirim.
2. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut.
Mengenai batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal 470
KUHD. Isi Pasal 470 KUHD tersebut adalah :
a. Pasal 470 ayat 1 KUHD
Pengangkut hanya bertanggung jawab sampai suatu batas harga tertentu
atas kerugian yang disebabkan karena :
1. Kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan dan
peranakbuahan terhadap kapal.
2. Kurang diusahaknnya kemampuan kapal untuk menyelenggarakan
pengangkutan sesuai dengan perjanjian.
3. Salah memperlakukan tar menjaga barang yang diangkut.
4. Kalau ada janji-janji yang bermaksud demikian adalah batal.
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b. Pasal 470 ayat 2 KUHD
“Pengangkut tidak bertanggung jawab lebih dari suatu jumlah tertentu
untuk sepotong barang yang diangkut, kecuali telah diberitahukan sifat dan
harga barang tersebut, sebelum atau pada saat barang itu diterima. KUHD
ini tidak berlaku bagi muatan curah, misalnya minyak bumi, terigu, semen
dan lain-lainnya.”
c. Pasal 470 ayat 3 KUHD
“Pengangkut tidak akan memberikan ganti rugi, apabila sifat dan harga
barang dengan sengaja diberitahukan secara keliru.”
Dari apa yang tersebut diatas,  dapat disimpulkan bahwa pengangkut tidak
bertanggung jawab terhadap : Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan
membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa,
mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang
lain.29
a. Cacat tersembunyi pada badan atau mesin kapal, asal terbukti
pemeliharaan dan perawatannya baik.
b. Kesalahan navigasi yang dilakukan oleh nahkoda atau awak kapal.
c. Kesalahan pengurusan dan perlakuan terhadap kapal.
3. Tanggung Jawab Pengangkut Sebagai Debitur.
Tanggung Jawab Pengangkut Sebagai Debitur diatur dalam Pasal 1236 dan
Pasal 1246 KUH Perdata yaitu :
a. Pasal 1236 KUH Perdata
29H.M.N. Purwosutjipto, op.cit, h 196
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“Debitur wajib memberi ganti rugi, kerugian dan bunga kepada kreditur bila
ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak
merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”
b. Pasal 1246 KUH Perdata
“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas
kerugian yang telah dideritannya dan keuntungan yang sedianya dapat





Penelitian ilmiah adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha ini  dilakukan dengan menggunakan
metode ilmiah. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui
prosedur yang sistematik dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang
meyakinkan secara obyektif dan telah melalui beberapa pengujian. Oleh karna itu,
penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat,
jika tidak dikatakan sama.
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analistis yaitu penelitian yang
bertujuan memberikan gambaran suatu keadaan atau obyek untuk menuju
pada permasalahan yang akan diteliti merupakan gambaran umum dari
tanggung jawab PT. JPT Indriani Makassar terhadap pengiriman barang
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif
yang menyangkut permasalahan ini.
B. Lokasi Penelitian
Adapun tempat atau lokasi yang penelitian adalah di EMKL PT. JPT
Indriani Makassar Jln Taman Sudiang Indah Blok I.7/20. agar tidak terjadi
kekeliruan maka pada penelitian ini maka penulis meneliti masalah tanggung
jawab para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di
EMKL PT. JPT Indriani Makassar.
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C. Teknik Pendekatan
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk
menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tentang Perjajnian
Pengangkutan Laut.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan
pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang Tanggung Jawab
Para Pihak Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Angkutan
Laut, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan
kekaburan dalam pembahasan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan
dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi
lapangan, yaitu penelitian langsung pada obyek penelitian yang
dilakukan dengan cara wawancara (interview) adalah cara untuk
memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang
diwawancarai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-
literatur, dan peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen
lain.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Berdasarkan jenis penelitiannya maka data dianalisis secara kualitatif
dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat
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dalam buku dan perundang-undangan dengan realitas yang ada di lapangan.
Penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma
hukum positif dan realitas yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan
tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang melalui
laut di PT. JPT INDRIANI Makassar.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kedudukan Peraturan Tentang Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui
Laut Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Dagang.
1. Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia
Pengaturan pengangkutan laut di Indonesia diatur dalam berbagai
macam peraturan antara lain :
a. KUHD, Buku II Bab V, tentang perjanjian charter kapal.
b. KUHD, Buku II Bab Va, tentang pengangkutan barang-barang.
c. KUHD, Buku II Bab Vb, tentang pengankutan orang.
d. Peraturan khusus seperti :
1. Inpres No.3 tahun 1991, tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus
Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
2. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1988 tentang Penyelengaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Paket Kebijaksanaan 21 November 1988.
e. Peraturan di luar KUHD
1. Indonesia Scheepvaarwet 1936 (Undang-Undang tetang Pelayaran
Indonesia 1936), S.1936-700 bad-s, 1984-224.
2. Scheevaartverordering 1936 (Peraturan Pemerintah tentang Pelayaran
Indonesia 1936), S. 1936-703 bsd S. 1937-446, 609, S. 1940-52, LN
1956-31, LN 1958-74.
3. PP nomor 17 tahun 1988.
Namun di Indonesia hukum pengangkutan laut telah mengalami
beberapa perubahan yang terakhir dengan kekuatan ordonansi tanggal 4
Februari 1933 (S. 1933-47 jis 38-1 dan 2) mulai berlaku pada tanggal 1 April
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1938, ketentuan-ketentuan peralihan ordonansi ini bisa ditemukan di
Engelbrecht 1956 halaman 1032 atau Engelbrecht 1950 halaman 743.1
2. Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Dalam Hukum Perdata.
Di dalam ketentuan hukum perdata tidak diatur secara spesifik
mengenai perjanjian pengangkutan akan tetapi di dalam hukum perdata secara
umum menjelaskan tentang perjanjian. Untuk itu semua yang berkaitan tentang
perjanjian diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan
tentang syarat sahnya perjanjian. “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat”:2
a. Sepakat mereka yang mengikat dasarnya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab halal
Tanggung Jawab Pengangkut Sebagai Debitur diatur dalam Pasal 1236
dan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu :
1. Pasal 1236 KUH Perdata
“Debitur wajib memberi ganti rugi, kerugian dan bunga kepada kreditur
bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu
atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”
2) Pasal 1246 KUH Perdata
“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas
kerugian yang telah dideritannya dan keuntungan yang sedianya dapat
1H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (t.t, t.d, 1984), h.173
2T.P, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bandung : Citra Umbara, 2007), h. 344
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diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualinya dan perubahan yang
disebut dibawah ini.”
3. Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Dalam Hukum Dagang.
a. Pasal 468 KUHD
Ayat 1  :
“Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus
diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang
tersebut”.
Ayat 2 (a).
“Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang
diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”.
Ayat 2 (b).
“tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila
tidak  dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:
1. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.
2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
3. Suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri.
Ayat 3 :
“Pengangkut juga bertanggung jawab kepada :
1. Segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan
pengangkut itu.
2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
3. Segala barang (alat-alat)  yang dipakainya untuk menyelenggarakan
pengangkutan itu.
b. Selain itu disebutkan pula dalam pasal 477 KUHD bahwa :
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“Pengangkut bertanggung jawab  untuk kerugian yang disebabkan
karena terlambat diserahkannya  barang yang diangkut kecuali apabila
dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang
tidak dapat dicegah atau dihindarinya .”
c. Khusus untuk rusaknya barang, pengangkut bebas dari tanggung jawab
apabila dapat membuktikan rusaknya barang itu karena cacat rang atau
karena kesalahan pengirim.
Mengenai batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal 470
KUHD. Isi Pasal 470 KUHD tersebut adalah :
a. Pasal 470 ayat 1 KUHD
Pengangkut hanya bertanggung jawab sampai suatu batas harga tertentu
atas kerugian yang disebabkan karena :
1) Kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan dan
peranakbuahan terhadap kapal.
2) Kurang diusahaknnya kemampuan kapal untuk menyelenggarakan
pengangkutan sesuai dengan perjanjian.
3) Salah memperlakukan tar menjaga barang yang diangkut.
4) Kalau ada janji-janji yang bermaksud demikian adalah batal.
b. Pasal 470 ayat 2 KUHD
“Pengangkut tidak bertanggung jawab lebih dari suatu jumlah tertentu
untuk sepotong barang yang diangkut, kecuali telah diberitahukan sifat
dan harga barang tersebut, sebelum atau pada saat barang itu diterima.
KUHD ini tidak berlaku bagi muatan curah, misalnya minyak bumi,
terigu, semen dan lain-lainnya.”
c. Pasal 470 ayat 3 KUHD
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“Pengangkut tidak akan memberikan ganti rugi, apabila sifat dan harga
barang dengan sengaja diberitahukan secara keliru.”
Dari apa yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangkut
tidak bertanggung jawab terhadap : Menurut arti kata, angkut berarti
mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya
usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu
tempat ke tempat yang lain.3
1) Cacat tersembunyi pada badan atau mesin kapal, asal terbukti
pemeliharaan dan perawatannya baik.
2) Kesalahan navigasi yang dilakukan oleh nahkoda atau awak kapal.
3) Kesalahan pengurusan dan perlakuan terhadap kapal.
Selain itu dalam The Hagu Rules 1924 juga menentukan bahwa
pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang
sebabkan:
1) Kebakaran, kecuali kebakaran ini karena kesalahan pengangkut atau
pengangkut merahasiakan atas terjadinya kebakaran yang diketahuinya.
2) Bahaya atau bencana dan malapetaka laut atau perairan pelayaran
lainnya.
3) Kejadian lain yang berada diluar kekuasaan manusia untuk
mengatasinya.
4) Tindakan peperangan.
5) Tindakan permusuhan dari rakyat setempat.
6) Penahan oleh raja, pemerintah atau orang-orang atau penyitaan karena
tuntutan hukum.
3H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (t.t, t.d, 1984),h. 196
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7) Pembatasan karantina.
8) Tindakan atau kealpaan pengirim atau pemilik barang, agen atau
wakilnya.
9) Pemogokan atau tindakan-tindakan lain yang menyerupai pemogokan,
baik sebagaian atau secara lengkap.
10) Kerusuhan atau pemberontakan.
11) Kerugian karena susut isi atau susut barang, atau kerugian lainnya,
kerusakan akibat dari cacat, menurunnya kualitas atau kerusakan sifat
dari barang itu sendiri.
12) Pembungkusan yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat
sebagai seaworthy package.
13) Merek yang tidak jelas atau tidak ada catnya yang dipergunakan untuk
membuat merek peti, sehingga tidak dapat dibaca.
14) Cacat yang tersembunyi, yang tidak dapat diketahui dengan
pengamatan yang sewajarnya.
15) Setiap sebab yang lain yang terjadi diluar kesalahan atau pengetahuan
pengangkut, kecuali dapat membuktikan bahwa kesahalan pengangkut
adalah ikut membantu mengakibatkan kerugian atau kerusakan itu.
B. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang melalui
laut pada PT. JPT. Indriani Makassar.
1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang mulalui laut
Adapun terjadinya perjanjian pengangkutan itu diawali dengan
serangkaian perbuatan tentang penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh
pengangkut dan pengirim secara timbal balik dengan cara antara lain:4
4Abdulkadir Muhammad, hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1991), h.  97
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a. Penawaran dari pihak pengangkut
Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara
pihak-pihak, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa
perantara (ekspeditur).
Apabila perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka pihak
pengangkut langsung menghubungi pengirim, dimana pengangkut juga
mengumumkan/mengiklankan kedatangan dan keberangkatan kapalnya,
sehingga pengirim barang menyerahkan barangnya kepada pengangkut
untuk diangkut.
b. Penawaran dari pihak pengirim
Apabila penawaran dilakukan oleh ekspeditur, maka ekspeditur
menghubungi pengangkut atas nama pengirim barang. Kemudian pengirim
barang menyerahkan barang pada ekspeditur untuk diangkut Perjanjian
pengangkutan barang melalui laut terjadi jika dilakukan adanya suatu
pengangkutan/ pengapalan dimana kedua belah pihak baik pengirim dan
pengangkut sama sama setuju akan syarat dan kondisi yang sudah
diketahui bersama.
Proses pengapalan itu sendiri dimulai pada saat pengirim mengeluarkan
Shipping Instruction (SI) untuk muatan ekspor. Shipping Instruction (SI)
merupakan perintah pengapalan barang dan ditujukan kepada agen perwakilan
dari kapal yang akan mengangkut barang itu.
Shipping Instruction memuat data-data yang diperlukan sebagai
berikut:5
5 Capt.R.P.Suyono, Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, PPM
(Jakarta: t.d., 2003), h. 145
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a. Nama shipper, consignee, dan, notify address.
b. Pelabuhan muat dan bongkar.
c. Marks & No. serta nama barang.
d. Jumlah muatan. Kg/colli, weight dan volume
e. Nama kapal yang akan mengangkut.
f. Pembayaran freight prepaid atau to collect.
g. Jumlah original Bill of lading yang dikehendaki.
Atas dasar data-data yang ada pada shipping instruction itulah draf B/L
di buat. Apabila draf B/L itu telah dinyatakan sesuai dengan data dan fakta
barang yang dikirim, kemudian pihak pengangkut / agen pelayaran akan
membuatkan B/L asli. Isi dari Bill of Lading pada dasarnya tidak jauh berbeda
dari isi Shipping instruction karena Shipping instruction itu sendiri merupakan
dasar pembuatan Bill of Lading. Adapun isi dari B/L itu adalah sebagai
berikut:6
a. Nama Pengirim ( shipper )
b. Nomor B/L
c. Importir atau Penerima Barang (consignee), kalau tidak dosebutkan
syarat “to order of”
d. Pihak yang diberitahu (Notify Party)
e. Jumlah asli B/L
f. Nama pengangkut kapal yang pertama (Pre carriage)
g. Nama kapal pengangkut yang ke dua ( Ocean/overseas vessel)
h. Tempat /pelabuhan pemuatan barang (Port Of Loading)
6 Hamdani, Seluk Beluk Perdagangan Eksport-Import (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga
Indonesia, 2003), h.326.
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i. Tempat / pelabuhan pembongkaran (Port of Discharge)
j. Tempat penerimaan barang (Port of Receive)
k. Tempat pengantaran ( place of Delivery)
l. Tujuan akhir pengapalan ( Final Destination )
m. Merk dan nomor kemasan (shipping mark) dan nomor container
n. Nama, jumlah, berat bersih, berat kotor, dan ukuran barang yang
dikirim.
o. Ongkos muat, cara dan tempat pembayaranya ( Freight charges
Prepaid/Collect, Freight payable)
p. Nama, alamat, telephone, no fax, agent pelayaran di nnegara tujuan.
q. Cap atau keterangan bahwa barang telah dimuat di dalam kapal (Ship
On Board / Laden On Board)
r. Cap dan tandatangan agen pelayaran
Dengan diterbitkanya Bill of Lading (B/L) ini maka dapat dikatakan
bahwa kontrak perjanjian antara pengangkut dan pengirim sudah
terselenggara.Dengan diterbitkanya Bill of Lading juga mempunyai arti bahwa
pengirim maupun penerima barang atau pemegang surat muatan ini dengan
tegas telah menyetujui semua ketetapan dan persyaratan baik yang tertulis,
tercetak, maupun yang di stempel atau yang dimuat pada bagian muka atau
belakang surat muatan ini. Jika transaksi meliputi pengangkutan dari barang
melalui laut maka B/L memegang peranan sangat penting sebagai tanda terima
pengapalan terhadap barang tersebut. Hal ini disebabkan karena pengirim
(shipper) mengirim barangnya dengan menggunakan jasa kapal dimana dirinya
tidak ikut berlayar bersamanya. Selain itu wewenang pengambilan barang
diserahkan pada pihak lain ditempat penjualan barang (tujuan).
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a. Pihak-pihak dalam pengangkutan laut
Didalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yaitu :7
1) Pengangkut
2) Pengirim barang/ Penumpang.
Penerima barang dalam kerangkan perjanjian pengangkutan tidak
menjadi pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan
atas penyerahan barang.8
Pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian pengangkutan laut
adalah pihak pengirim barang dan pengangkut. Sedangkan penerima
barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak.
Penerima merupakan pihak ke tiga yang berkepentingan atas penyerahan
barang.
b. Identitas Barang Muatan
Dalam pengangkutan laut, identitas barang muatan dicantumkan
suatu surat berharga yang disebut konosemen atau bill of lading.
Konosemen atau bill of lading inilah yang disebut dengan surat muatan.9
Dalam konosemen memuat identitas kepada siapa barang-barang
itu harus diserahkan. Konosemen dapat diterbitkan atas pengganti atau
atas tunjuk. Selain itu konosemen juga harus memuat identitas barang
yang akan diangkut itu dan pencatatan itu seberapa mungkin hendaknya
diperinci guna mencegah timbulnya kemungkinan perselisihan mengenai
identitas barang-barang angkutan itu pada saat penyerahannya. Biasanya
7Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, Pengantar Hukum
Dagang Indonesia, Jilid 1 (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 196
8Ibid, h. 200
9Wiwoho Soedjono, Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan perkembangannya
(Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 89.
46
di dalam konosemen atau bill of lading diterangkan tentang keadaan waktu
barang diterima untuk diangkut dengan menentukan klausula receive for
shipment in apparent good order and condition, dan dengan adanya
keterangan itu menjadi bukti tentang keadaan barang.10
c. Jenis-jenis Bill of Lading
Terdapat beberapa Jenis Bill of Lading sesuai dengan Fungsinya.
Berikut adalah jenis Bill of Lading yang menjadi dokumen dalam
pengangkutan laut :11
1) Shipped Bill of Lading
Sesuai namanya, shipped Bill of Lading merupakan dokumen yang
menunjukan bahwa barang telah dimuat dikapal. B/L jenis ini tidak
akan ditandatangani, tetapi dikembalikan kepada shipper, sebelum
barangnya dimuat dikapal yang akan mengangkutnya ke tempat
tujuan.
2) Received for Shipment Bill of Lading
Jenis B/L ini dipakai oleh perusahaan pelayaran waktu menerima
barang dari shipper digudang pelayaran atau tempat dibawah
pengawasan serta di Inland Container Depot. (ICD)
3) Through Bill of Lading
Through Bill of Lading dipakai untuk muatan transshipment,
dimana pengangkut pertama bertanggungjawab untuk
pengangkutan melalui pengangkut kedua (second carrier) melalui
10Ibid, h. 94
11Capt.R.P.Suyono, op. cit, h. 309
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perwakilanya dimana barang dibongkar dahulu untuk dikapalkan
dengan pengangkut kedua (second carrier) hingga ketempat tujuan.
4) Combined Transport Bill of Lading
Dokumen perjalanan barang yang meliputi pengangkutan barang
dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat transportasi.
Dokumen ini menyebutkan berbagai oerator transportasi
(pengangkut) yang akan mengambil barang ditempat pengapalan
dan membawanya ketempat tujuan. B/L ini merupakan dokumen
yang dapat diperdagangkan.
5) Groupage Bill of Lading
Grouped Bill of Lading dipakai oleh Forwarder dengan
mengumpulkan beberapa jenis barang dari berbagai shipper dan
mengirimnya sebagai suatu kesatuan. Pemilik kapal mengeluarkan
Groupege Bill of Lading terhadap Forwarder, dimana forwarder
selanjutnya untuk setiap shipper mengeluarkan House B/L dari
perusahaanya.
Syarat muatan terdiri dari beberapa jenis dan mempunyai sifat dan
tujuan tertentu, yaitu:12
1) Original Bill of Lading
Yaitu merupakan lembaran asli surat muatan yang mengandung
hak atas barang-barang yang tercatat dalam surat muatan tersebut.
2) Order Bill Of Lading.
Merupakan surat muatan atas perintah (order) yang menyatakan
bahwa barang-barang yang tercatat dalam surat muatan tersebut
12 Radiks Purba, Angkutan Muatan Laut Jilid 3 (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1981), h. 41
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diterima menurut perintah pengirim barang/shipper yang namanya
tercantum dalam surat muatan. Penerima barang (consignee) dapat
memindahtangankan surat muatan tersebut pada orang lain atau
memindahtangankan hak atas barang-barang yang tercatat dalam
surat muatan.
3) Straight Bill Of Lading
Merupakan surat muatan langsung atau surat muatan atas nama.
dalam surat muatan dicatat nama si pengirim barang (consignee)
sehingga tidak mudah dipindahtangakan pada orang lain.
4) Negotiable Bill Of Lading.
Merupakan surat muatan yang dapat diperdagangkan dengan cara
pengesahan (endosemen) yaitu memindahkan hak atas barang-
barang yang tercatat dalam surat muatan.
5) Domestic Bill Of Lading
Merupakan surat muatan yang berlaku untuk pengangkutan
regional atau local.
6) Direct Bill Of Lading
Merupakan surat muatan yang berlaku untuk pengangkutan
barangbarang ekspor oleh perusahaan pelayaran semudera (surat
muatan ekspor).
7) Throught Bill Of Lading
Merupakan surat muatan yang berlaku untuk barang-barang yang
diangkut oleh kapal pengangkut pertama (first carrier) kemudian
dilanjutkan pengangkutannya oleh kapal pengangkutan kedua
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(second carrier) ke pelabuhan tujuan dan untuk seluruh
pengangkutan hanay digunakan satu set dokumen.
8) Clean Bill Of Lading
Surat muatan bersih yang diperoleh dari pengangkut jika dalam
surat muatan tersebut tidak ada catatan-catatan pengangkutan
mengenai penyimpangan/kerusakan/kekurangan barang-barang
yang diserahkan kapada pengangkut sesuai tercatar dalam surat
muatan.
9) Foul Bill Of Lading
Kebalikan dari Clean Bill Of Lading
d. Fungsi Bill of Lading / Konosemen
Pasal 506 KUHD, Bill of Lading mempunyai fungsi sebagai :13
1) Tanda terima barang atau muatan (document of receipt) B/L berfungsi
sebagai tanda terima barng untuk menyatakan bahwa barang telah
dimuat diatas kapal.
2) Dokumen Pemilikan (document of title)
B/L berfungsi sebagai siapa yang dapat mengambil barang di
pelabuhan bongkar.
3) Kontrak Pengangkutan (contrac of carriage) B/L berfungsi sebagai
contrak perjanjian bahwa barang atau muatan akan dimuat diatas
kapal hingga tempat tujuan.
2. Tanggung jawab dalam pengangkutan laut secara umum
Masalah tanggung jawab dalam pengangkutan barang melalui laut
merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kepada siapa
13Capt.R.P.Suyono, h. 310
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dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan penyelenggarakan pengangkutan
harus dibebankan.
Tanggung jawab pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu
tanggungjawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan
sebaikbaiknya (responsibility) dan tanggungjawab ganti-rugi (liability) yaitu
kewajiban untuk memberikan ganti-rugi kepada pihak yang dirugikan.14
Dalam hukum maritim, tanggung jawab ganti-rugi dapat timbul karena
cedera janji (kontraktual), atau karena perbuatan melanggar hukum atau dapat
pula karena adanya per-undang-undang yang mewajibkan, seperti dalam hal
pemberian pertolongan (salvage), kerugian laut (average), pengangkatan
kerangka kapal.15
Konvensi Hamburg 1975 yang dikenal disebut sebagai Haburg Rules
telah mengantisipasi masalah ini dengan memperluas periode tanggung jawab
pengangkut dengan menggariskan bahwa periode tanggung jawab pengangkut
meliputi periode dimana pengangkut menguasai barang di pelabuhan
pemuatan, selama barang dalam pengangkutan, dan selama pengangkut masih
menguasai barang dipelabuhan tujuan. Dalam hal apa pengangkut dinyatakan
menguasai barang dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut :16
a. Sejak waktu ia telah menerima penyerahan barang dari :
1) Pengirim barang atau orang yang bertindak atas namanya, atau
14 M.Husseyn Umar, Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia, Buku
2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2001), h. 179
15 Ibid
16 Ibid, h. 184
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2) Suatu badan atau pihak ketiga kepada siapa, berdasarkan Undang-
undang atau peraturan yang berlaku di pelabuhan
b. Sampai barang tersebut diserahkan :
1) Dengan jalan menyerahkan barang tersebut kepada penerima barang,
2) Dalam hal-hal dimana penerima tidak menerima barang tersebut dari
pengangkut, dengan jalan menempatkan dalam kekuasaan penerima
barang, sesuai dengan perjanjian atau peraturan per-undang-
undangan, atau sesuai dengan kebiasaan perdagangan tertentu yang
berlaku di pelabuhan bongkar ; atau
3) Dengan jalan menyerahkan barang kepada suatu badan atau pihak
ketiga lainya kepada siapa, menurut Undang-undang dan peraturan
yang berlaku di pelabuhan muat, dimana barang harus diserahkan.
muat, dimana barang tersebut diserahkan untuk dikapalkan.
Adapun batasan tanggung jawab tersebut jug adapat di bedakan dari
service yang di berikan dimana kedua belah pihak telah saling menyetutjui
diabtaranya adalah :17
a. Door to Door
Dalam door to door atau house to house service, perusahaan pelayaran atau
pengangkut beranggungjawab sejak barang diterima (place of receipt)
sampai barang diserahkan di gudang consignee (place of delivery).
Penerimaan dan penyerahan barang kemungkinan terjadi di luar pelabuhan
sehingga transportasi darat sebelum dan sesudah transportasi laut menjadi
tanggungjawab pelayaran.
17 Capt.R.P.Suyono, op. Cit, h. 105
52
b. FCL/FCL (House to House)
Pelayaran bertanggung jawab sejak dari Container Yard (CY) dopelabuhan
muat sampai dengan Container Yard di pelabuhan bongkar.
c. LCL/LCL (Pier to Pier)
Pelayaran bertanggungjawab sejak barang diterima dari shipper di container
freight station (CFS) di pelabuhan muat sampai dengan barang diserahkan
ke consignee dari CFS dipelabuhan bongkar.
d. Kombinasi FCL dan LCL
Ada bebrapa kombinasi dari FCL dan LCL dengan kemungkinan FCL/LCL
atau LCL/FCL. Kecenderungan pengangkutan kea rah integrated transport
yang dipercepat dengan kemajuan teknologi petikemas.
3. Tanggung jawab PT. JPT. Indriani Makassar sebagai pengangkut
barang.
Menurut Mohammad Taufik T. T., bahwa pada pokoknya tanggung
jawab PT. JPT. Indriani Makassar sebagai pengangkut dimulai sejak dari
barang diserahkanya dalam penguasaan pengangkut di pelabuhan muat, selama
pengangkutan berlangsung dan sampai saat penyerahan dipelabuhan tujuan
kepada consignee. Atau tanggungjawab pengangkut mulai pada saat barang
ada di pihak penguasaan pengangkut sampai barang diserahkan kepada
consignee.18
18Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama PT. JPT. Indriani Makassar,
tanggal 10 Agustus 2012
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Adapun batasan tanggung jawab tersebut berfariasi tergantung dari
service yang diberikan dimana kedua belah pihak telah saling menyetujui
diantaranya adalah :19
a. Door to Door
Perusahaan pelayaran atau pengangkut beranggungjawab sejak barang
diterima (place of receipt) sampai barang diserahkan di gudang consignee
(place of delivery).
b. FCL/FCL (House to House)
Pelayaran bertanggung jawab sejak dari Container Yard (CY) Di pelabuhan
muat sampai dengan Container Yard (CY) di pelabuhan bongkar.
c. LCL/LCL (Pier to Pier)
Pelayaran bertanggungjawab sejak barang diterima dari shipper di container
freight station (CFS) di pelabuhan muat sampai dengan barang diserahkan
ke consignee dari CFS dipelabuhan bongkar.
Menurut Mohammad Taufik T. T., pemilik barang setelah
menyerahkan barangya di Container Yard (CY) maka pengirim (shipper) akan
menerima tanda terima yang menyatakan bahwa barang tersebut memang
benar adanya sudah masuk ke dalam CY dan bisa diterima untuk stack
pengapalan sesuai kapal yang diminta dan diterima oleh petugas yang
bertandatangan dalam tanda terima tersebut . Kemudian berdasarkan tanda
terima tersebut maka pengangkut / pelayaran (carrier) juga akan mengeluarkan
tanda terima, yaitu bahwa barang tersebut diterima untuk direncanakan dimuat
pada kapal yang telah disepakati. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan
barang di CY, maka akan terkena closing time yang artinya stack untuk kapal
19Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama PT. JPT. Indriani Makassar,
tanggal 10 Agustus 2012
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yang diminta telah ditutup, maka barang tersebut hanya dapat diterima untuk
stack kapal berikutnya.20
Peraturan di CY mengenai open dan closing stact adalah
sebagaiberikut:21
a. Open stack : stack ( penumpukan) dinyatakn open adalah lima hari sebelum
kapal sandar.
b. Closing stack : stack ( penumpukan) dinyatakan di tutup adalah 1 hari
sebelum kapal sandar.
Jika terjadi barang hilang, rusak, dan keterlambatan penyerahan barang
selama barang tersebut ada dalam penguasaanya PT. JPT. Indriani Makassar
yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi, maka PT. JPT. Indriani Makassar
akan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut kecuali
jika PT. JPT. Indriani Makassar dapat membuktikan bahwa hilangnya barang,
rusaknya barang dan keterlambatan penyerahan barang itu bukanlah
disebabkan karena kesalahanya.
Dalam hal segala tuntutan pengirim adalah merupakan kesalahan PT.
JPT. Indriani Makassar sebagai pengangkut maka PT. JPT. Indriani Makassar
akan membayar tuntutan ganti rugi tersebut sesuai peraturan yang berlaku
sebagai pertanggungjawabanya. Didalam praktek sehari-hari kadang kadang
masih saja ada pengirim (shipper) yang menuntut ganti rugi kepada
pengangkut (carrier) terhadap hal-hal yang semestinya itu bukanlah menjadi
tanggung jawab carrier untuk membayar ganti rugi akibat kerugian yang
diderita shipper. Karena baik pengirim (shipper) maupun pengangkut (carrier)
20Mohammad Taufik T. T., Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama
PT. JPT. Indriani Makassar, tanggal 10 Agustus 2012
21Mohammad Taufik T. T., Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama
PT. JPT. Indriani Makassar, tanggal 10 Agustus 2012
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masing masing telah mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawabnya
dalam pengiriman barang.
Misalnya dalam hal terjadi keterlambatan barang sampai di tempat
tujuan dimana carrier sendiri telah dapat membuktikan mengenai
keterlambatan itu adalah karena suatu sebab yang tidak bisa ditutut misalnya
karena rusaknya kapal sehingga sebagian atau bahkan seluruh muatan harus
dipindahkan ke kapal lain, sehingga tindakan ini mengakibatkan keterlambatan
pengiriman.
Keterlambatan pengiriman inilah yang menjadikan dasar bagi
pengirim/penjual (seller) maupun pembeli (buyer) untuk mengajukan klaim.
Meskipun sudah jelas di dalam klausula Bill of lading bahwa carrier
mempunyai hak untuk memindahkan barang ke kapal lain karena alasan teknis
dan atau karena alasan keselamatan barang dengan tanpa memberitahu
pengirim.
Terhadap tuntutan ganti rugi semacam ini maka tidak seharusnya
carrier mau membayar ganti rugi, akan tetapi karena pertimbangan bisnis,
loyalitas, maintenance demi kesimabungan bisnis di masa mendatang carrier
mau membayar ganti rugi setelah disepakati nilai yang mereka setujui.
Sehingga atas celah ini, saller amupun buyer yang nakal sering kali mencoba
menggertak carrier dalam hal terjadi kerugian apapun meskipun mereka tidak
dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena kesalahan carrier,
dengan harapan dia mendapat kemujuran karena pertimbangan bisnis,
loyalitas, maintenance demi kesimabungan bisnis di masa mendatang, carrier
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mau membayar tuntutan mereka. Hal seperti ini kadang menjadikan hal yang
dilematis bagi carrier antara kehilangan pelanggan atau membayar klaim.22
4. Tanganggung Jawab Pengirim Barang ( shipper )
Masih menurut Mohammad Taufik T. T., yang merupakan tanggung
jawab pengirim (shipper) terhadap pengangkut adalah membayar uang
tambang yang telah disepakati disamping bertanggung jawab memberikan
data-data dan informasi mengenai keadaan serta sifat yang selengkap-
lengkapnya dan sebenar-benarnya mengenai barang yang dikirimnya itu.
Jika pengirim (shipper) lalai memberikan data yang sebenarnya, lalai
memberikan dokumen-dokumen mengenai barang-barang yang akan diangkut
dimana hal itu mengakibatkan kerugian bagi pengangkut (carrier) maka
pengangkut berhak menuntut balik ganti rugi tersebut kepada pengirim.
Meskipun shipper mengetahui dengan jelas kewajiban dan tanggung
jawabnya akan tetapi kadang-kadang karena suatu sebab tertentu shipper cidera
janji untuk membayar biaya pengapalanya (ocean freight). Biasanya terjadi
pada muatan dengan term of payment atau cara pembayaran prepaid atau
pembayaran oleh pengirim. Jika hal ini terjadi maka carrier berhak untuk
menahan Bill of Lading nya hingga biaya pengapalan tersebut terbayar.
Kerugian sebenarnya ada di pihak shipper karena dengan tidak keluarnya Bill
of Lading berarti shipper tidak dapat melakukan negosiasi di bank untuk
mendapatkan pembayaran, dan jika barang telah sampai di Negara tujuan maka
barang tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan karena Bill of Lading masih
berada di tanggan carrier.
22Mohammad Taufik T. T., Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama
PT. JPT. Indriani Makassar, tanggal 10 Agustus 2012
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Untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini sesama carrer membuat
local regulation dimana biaya pengapalan harus dibayarkan segera setelah
kapal berangkat. Jika setelah kapal berangkat B/L belum diambil dan biaya
pengapalan belum dibayar maka akan dikenai biaya keterkambatan (late
charges pick up B/L). Besarnya biaya keterlambatan ini masing-masing
pelayaran akan berbeda-beda tergantung dari kebijaksanaan pelayaran tersebut.
Sedangkan yang diterapkan di PT. JPT. Indriani Makassar adalah
sebagai berikut :
a. 1-7 hari setalah on board dikenakan denda USD 100 / B/L
b. 7-14 hari setalah on board dikenakan denda USD 200 / B/L
c. Lebih dari 14 hari akan dikenakan charges tambahan USD 100 / minggu /
B./L.
Sebenarnya tidak aturan yang mengatur / mengharuskan adanya biaya
keterlambatan ini. Peraturan ini adalah sengaja dibuat agar shipper dapat
menepati kewajibanya dan tidak menundanya. Karena dengan menunda
shipper akan terbeban biaya tambahan yang tentunya lebih memberatkan.23
5. Penyelesainya apabila terjadi suatu Sengketa
Menurut Mohammad Taufik T. T., masalah sengketa dalam perjanjian
pengangkutan biasanya menyangkut hal-hal yang disebabkan oleh suatu
wanprestasi, suatu kelalain dari salah satu pihak atau dala lain-lain yang
kesemuanya itu pada akhirnya menimbulkan suatu tuntutan ganti rugi.24
Pihak mana yang menderita kerugian inilah yang pada akhirnya akan
menutut ganti-rugi. Bila terjadi kehilangan barang atau rusak dimana barang
23Mohammad Taufik T. T., Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama
PT. JPT. Indriani Makassar, tanggal 10 Agustus 2012
24Mohammad Taufik T. T., Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama
PT. JPT. Indriani Makassar, tanggal 10 Agustus 2012
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tersebut masih berada dalam penguasaan pengangkut ( carrier), pemilik kapal
berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan syarat penggantian kerugian
yang tercantum dalam dokumen angkutan Bill of Lading . Apakah Bill of
Lading itu berdasarkan Hague Rules-Visby Rules atau Hamburg Rules, semua
persyaratan penggantian dari kehilangan atau kerusakan barang tercantum di
baliknya.25
Bila menggunakan cargo underwriter (perusahaan asuransi), pemilik
barang tidak akan bersusah payah menuntut ganti rugi terhadap pengangkut
karena claimnya diajukan kepada badan yang bertindak sebagai cargo
underwriter. Cargo underwriter akan mengganti kerugian yang dialami oleh
pemilik muatan atau shipper. Sebaliknya, melalui hak memberi kuasa
mewakilkan (subrogation), cargo underwriter mengajukan tuntutan terhadap
carrier atau perusahaan pelayaran.
Dalam proses pembayaran ganti rugi selalu didahului dengan proses
pembuktian yang panjang yang membutuhkan waktu yang lama karena
kendala-kendala yang menyangkut kejadianya telah berlangsung lama,
perbedaan tempat dengan jarak yang cukup jauh antara barang asal dan barang
tujuan sehingga untuk komunikasinya juga membutuhkan waktu yang lama,
instansi / orang yang terlibat juga cukup banyak, sehingga sering kali pada
akhirnya mereka lebih memilih win-win solution dengan jalan damai yang
artinya melihat dari sisi kepentingan bisnis dari pada dari sisi hukum.
Jika para pihak pada akhirnya menyelesaikan pertikaian itu dengan
melihat dari sisi kepentingan bisnis maka besarnya ganti rugi ditetapkan
25Capt.R.P.Suyono, Ibid, h. 121
59
berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Dengan adanya
kesepakatan ini maka permasalahan dianggap selesai.
Akan tetapi tidak jarang suatu permasalahan tidak ketemu jalan
keluarnya sehingga terjadi sengketa yang harus diselesaikan secara hukum.
Jika hal ini terjadi maka hukum yang berlaku biasanya adalah hukum dari
negara asal dimana barang itu berasal, atau hukum dari Negara carrier itu
berasal disamping menunjuk pada hukum pelayaran yang sifatnya lebih tinggi.
Kesemuanya itu telah diatur didalam B/L dari pelayaran secsion 3 yang
menyangkut mengenai Law and Jurisdiction sebagai persyaratan
pengangkutan. Dimana masing-masing B/L dari masing-masing pelayaran dan
untuk tujuan yang berbeda akan berbeda pula ketentuanya. Kecuali kemudian
ditetapkan lain. Oleh karena itu sebelum terjadinya shipment alangkah lebih
baiknya jika shipper memahami terlebih dahulu ketentuan B/L dari pelayaran
yang akan dipakainya itu.26
26Mohammad Taufik T. T., Mohammad Taufik T. T., Wawancara Pribadi direktur utama





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Perjanjian pengangkutan terjadi karena adanya kesepakatan antara pengirim
(shipper) dengan pengangkut (carrier), dimana pengangkut mengikatkan
dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutanya ketempat tujuan tertentu dan
pihak pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar ongkosnya. Sebagai
tanda terimanya carrier akan menerbitkan Bill of Lading yang merupakan
dokumen pengangkutan itu sendiri. Mengenai perjanjian diatur di dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat sahnya
perjanjian. Sedangkan mengenai Perjanjian pengangkutan barang melalui laut
diatur di dalam Pasal 468 KUHD dan pasal 477 KUHD.
2. Pada perjanjian pengangkutan laut, ada dua pihak yang terkait yaitu pengirim
barang ( shipper ) dan pengangkut ( carrier) dimana keduanya mempunyai
tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab itu sendiri pada hakikatnya
terdiri dari dua aspek yaitu yang bersifat kewajiban (responsibility) dan
tanggung jawab ganti rugi (liability). PT. JPT. Indriani Makassar sebagai
pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga
keselamatan barang yang diangkut hingga diserahkan pada penerima barang di
pelabuhan tujuan seprti yang diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH
Perdata mengenai tanggung jawab pengangkut sebagai debitur, kemudian
mengenai batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal 470 KUHD.
Sedangkan tanggung jawab pengirim adalah memberikan informasi yang
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sebenar-benarnya mengenai sifat, jenis dan jumlah barang yang akan diangkut
tersebut serta membayar biaya pengapalanya.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengenai tentang perjanjian, ketentuannya berdasarkan pada Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian
kemudian tanggung jawab pengangkut sebagai debitur ketentuannya berdasarkan
dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata. Selanjutnya lebih spesifik
mengenai Perjanjian pengangkutan barang melalui laut ketentuannya
berdasarkan pada Pasal 468 KUHD dan pasal 477 KUHD kemudian mengenai
batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal 470 KUHD.
2. Baik carrier maupun shipper dalam pengiriman barang, keduanya harus
memenuhi tanggung jawabnya baik yang bersifat kewajiban maupun ganti rugi.
Perlu adanya kesamaan visi bahwa antara shipper dan carrier harus berada
dalam posisi sama tinggi sebagai mitra, sehingga kedua belah pihak merasa
mempunyai kepentingan dan tanggung jawab yang sama besar. Kedua belah
pihak juga harus sama-sama mengetahui tanggung jawab masing-masing dan
batas-batasnya sehingga sehingga keduanya harus bekerja sama agar segala
kewajibnya dapat terpenuhi dengan baik.
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